
SALINAN

BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak
sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang
menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara
kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang
menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus
digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran
berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985
tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
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4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 5234);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Repu-
blik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4712);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun
2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);



25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Indonesia Nomor 5219);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

27. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan
Perundang-Undangan;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3
Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2005 Nomor 5 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 70)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2005
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2008 Nomor 13 Seri E);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7
Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun
2008 Nomor 7 Seri A);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2009 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Banjarnegara Nomor 114), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009
tentang RPJP Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025;

31. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24
Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2014
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
Nomor 27 seri A);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11
Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 Nomor 11 Seri A);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

dan

BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun
Anggaran 2014 semula berjumlah Rp 1.448.721.187.000,00 bertambah
sejumlah Rp 127.650.516.000,00 sehingga menjadi Rp 1.576.371.703.000,00
dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah
1. Semula : Rp 1.289.493.725.000,00
2. Bertambah : Rp 23.668.677.000,00
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp 1.313.162.402.000,00

b. Belanja  Daerah
1. Semula : Rp 1.448.721.187.000,00
2. Bertambah : Rp 127.650.516.000,00
Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp 1.576.371.703.000,00
(Defisit) setelah Perubahan Rp (263.209.301.000,00)

c. Pembiayaan Daerah
1. Penerimaan Pembiayaan

1.1. Semula : Rp 164.683.962.000,00
1.2. Bertambah : Rp 105.231.839.000,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan
Setelah Perubahan

: Rp 269.915.801.000,00

2. Pengeluaran Pembiayaan
1.1. Semula : Rp 5.456.500.000,00
1.2. Bertambah : Rp 1.250.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
Setelah Perubahan

: Rp 6.706.500.000,00

Jumlah Pembiayaan Neto Setelah
Perubahan

: Rp 263.209.301.000,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran Tahun
Berkenaan

: Rp 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri
dari :

a. Pendapatan Asli Daerah
1. Semula : Rp 103.502.350.000,00
2. Bertambah : Rp 23.668.677.000,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah
Perubahan

: Rp 127.171.027.000,00



b. Dana Perimbangan
1. Semula : Rp 913.491.560.000,00
2. Bertambah : Rp 0,00
Jumlah Dana Perimbangan Setelah
Perubahan

: Rp 913.491.560.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1. Semula : Rp 272.499.815.000,00
2. Bertambah : Rp 0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah
Yang Sah  Setelah Perubahan

: Rp 272.499.815.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Pajak Daerah
1. Semula : Rp 27.770.000.000,00
2. Bertambah : Rp 1.380.000.000,00
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan : Rp 29.150.000.000,00

b. Retribusi Daerah
1. Semula : Rp 26.090.137.000,00
2. Bertambah : Rp 4.268.134.000,00
Jumlah Retribusi Daerah Setelah
Perubahan

: Rp 30.358.271.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
1. Semula : Rp 6.582.563.000,00
2. Bertambah : Rp 207.537.000,00
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah Yang Dipisahkan  Setelah
Perubahan

: Rp 6.790.100.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
1. Semula : Rp 43.059.650.000,00
2. Bertambah : Rp 17.813.006.000,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah  Setelah Perubahan

: Rp 60.872.656.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dari jenis  Pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak
1. Semula : Rp 26.381.101.000,00
2. Bertambah : Rp 0,00
Jumlah Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak
Setelah Perubahan

: Rp 26.381.101.000,00

b. Dana Alokasi Umum
1. Semula : Rp 826.044.419.000,00
2. Bertambah : Rp 0,00
Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah
Perubahan

: Rp 826.044.419.000,00

c. Dana Alokasi Khusus
1. Semula : Rp 61.066.040.000,00
2. Bertambah : Rp 0,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus  Setelah
Perubahan

: Rp 61.066.040.000,00



(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi & dari pemerintah daerah lainnya
1. Semula : Rp 36.252.391.000,00
2. Bertambah : Rp 0,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Dari
Provinsi Setelah Perubahan

: Rp 36.252.391.000,00

b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
1. Semula : Rp 186.275.270.000,00
2. Bertambah : Rp 0,00
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi
Khusus  Setelah Perubahan

: Rp 186.275.270.000,00

c. Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah
Lanilla
1. Semula : Rp 49.972.154.000,00
2. Bertambah : Rp 0,00
Jumlah Dana Bantuan Keuangan dari
Provinsi atau Pemerintah Daerah
Lainnya  Setelah Perubahan

: Rp 49.972.154.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung
1. Semula : Rp 915.624.064.000,00
2. Bertambah : Rp 60.229.698.000,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah
Perubahan

: Rp 975.853.762.000,00

b. Belanja Langsung
1. Semula : Rp 533.097.123.000,00
2. Bertambah : Rp 67.420.818.000,00
Jumlah Belanja Langsung Setelah
Perubahan

: Rp 600.517.941.000,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai
1. Semula : Rp 816.135.201.000,00
2. Bertambah : Rp 51.557.456.500,00
Jumlah Belanja Pegawai Setelah
Perubahan

: Rp 867.692.657.500,00

b. Belanja Hibah
1. Semula : Rp 41.754.363.000,00
2. Bertambah : Rp 5.635.744.500,00
Jumlah Belanja Hibah Setelah
Perubahan

: Rp 47.390.107.500,00

c. Belanja Bantuan Sosial
1. Semula : Rp 15.253.500.000,00
2. Bertambah : Rp 2.168.797.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah
Perubahan

: Rp 17.422.297.000,00



d. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan
Pemerintah Desa

1. Semula : Rp 2.072.627.000,00
2. Berkurang : Rp 409.672.000,00
Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada
Provinsi, Kabupaten / Kota dan
Pemerintah Desa  Setelah Perubahan

: Rp 1.662.955.000,00

e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi, Kabupaten/Kota,
Pemerintah Desa dan Partai Politik
1. Semula : Rp 36.908.373.000,00
2. Bertambah : Rp 2.277.372.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan
Kepada Provinsi, Kabupaten/Kota,
Pemerintah Desa dan Partai Politik
Setelah Perubahan

: Rp 39.185.745.000,00

f. Belanja Tak Terduga
1. Semula : Rp 3.500.000.000,00
2. Berkurang : Rp 1.000.000.000,00
Jumlah Belanja Tak Terduga Setelah
Perubahan

: Rp 2.500.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis belanja :

a. Belanja Pegawai
1. Semula : Rp 44.755.433.750,00
2. Bertambah : Rp 1.229.646.700,00
Jumlah Belanja Pegawai Setelah
Perubahan

: Rp 45.985.080.450,00

b. Belanja Barang dan Jasa
1. Semula : Rp 252.998.465.350,00
2. Bertambah : Rp 39.219.401.300,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa
Setelah Perubahan

: Rp 292.217.866.650,00

c. Belanja Modal
1. Semula : Rp 235.343.223.900,00
2. Bertambah : Rp 26.971.770.000,00
Jumlah Belanja Modal Setelah
Perubahan

: Rp 262.314.993.900,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri
dari :

a. Penerimaan Pembiayaan
1. Semula : Rp 164.683.962.000,00
2. Bertambah : Rp 105.231.839.000,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah
Perubahan

: Rp 269.915.801.000,00

b. Pengeluaran Pembiayaan
1. Semula : Rp 5.456.500.000,00



2. Bertambah : Rp 1.250.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah
Perubahan

: Rp 6.706.500.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya
1. Semula : Rp 164.683.962.000,00
2. Bertambah : Rp 105.231.839.000,00
Jumlah SILPA tahun anggaran
sebelumnya Setelah Perubahan

: Rp 269.915.801.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
pembiayaan :

a. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah
1. Semula : Rp 5.456.500.000,00
2. Bertambah : Rp 1.250.000.000,00
Jumlah Penyertaan Modal (investasi)
Pemerintah Daerah Setelah Perubahan

: Rp 6.706.500.000,00

b. Pembayaran Pokok Utang
1. Semula : Rp 0,00
2. Bertambah : Rp 0,00
Jumlah Pembayaran Pokok Utang
Setelah Perubahan

: Rp 0,00

c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun berkenaan
1. Semula : Rp 0,00
2. Bertambah : Rp 0,00
Jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
(SiLPA) tahun berkenaan Setelah
Perubahan

: Rp 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri
dari :

Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;

Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah
dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;

Lampiran III : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan;

Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja
Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;



Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah. untuk
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan
Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan
Keuangan Negara;

Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per
Jabatan;

Lampiran VII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya
yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali
dalam tahun anggaran ini;

Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan
belanja/pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Daerah dapat
melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan
pengeluaran tersebut disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran
(LRA).

(3) Belanja /pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat  (2)
termasuk belanja untuk keperluan mendesak.

(4) Keadaan darurat sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai
berikut :
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah

dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka

pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

(5) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak
terduga.

(6) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan
dengan cara :
a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target

kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan;
dan/atau

b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

(7) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada
ayat (2)  mencakup :
a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya

belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan

kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.



(8) Pelaksanaan belanja/pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam
keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 11 Agustus 2014

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 11 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2014 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA, PROVINSI
JAWA TENGAH : 156/2014

Mengetahui sesuai aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap ttd,

YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.Si
Pembina

NIP. 19721030 199703 1 003


